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.URA T
NOMOR NgBUP

AT BAN’YUM
AS
TAHUN 2007
TENTANG

AWARATAN DESA
DENGAN
RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa untuk m

Daerah Kabupagiksanakan ketentuan pasal 27 ayat (7) Peraturan
Permusyawaratan gny“mas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan
Penyusunan Tatg Teesa’ maka perlu mengatur Pedoman

Peraturan Bupati. ib Badan Permusyawaratan Desa dengan
U .
Dgg?:r?_gggang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Tengah; rah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Jawa

2. gndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

eraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonegla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4389);

3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567),

5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian dan Pelantikan

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E)
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BADAN PERMUSYAWARATAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

an Bupati inj :
Peratur Yang dim
nerintah Daerah  aggigy VTS

i ad rangkat Daerah sebagai unsur
ypatl adalah Bupati Banyumg aerah, g era g

ecamatan adalah wilayah ke S

- MaC .
camat _adalah PIMpinan perap, kamat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
meliputl desa-desa yang b gkat d

aSyara

perwenang untuk mengaiyr dkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
perdasarkan asal usul dan aq tan ‘Mengurus kepentingan masyarakat setempat,
sistem Pemerintahan Negara Iielsnadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
pemerintahan  Desa Satuan Republik Indonesia.

a o _

pemerintan Desa dan (éalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

mengurus kepentingan m::an ie"musyawaratan Desa dalam mengatur dan
yaraka '

stiadat setempat. t setempat berdasarkan asal-usui dan adat

pemerintah Desa a‘?a'ah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang merupa_kan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa adalan pedoman yang mengatur
tentang mekanisme dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa yang disusun
dan disepakati bersama-sama seluruh anggota BPD sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Tata Tertib BPD dimaksudkan L_mtuk memberikan pedoman bagi para
anggota BPD dalam melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya
dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa bersama-sama dengan Pemerintah
Desa sehingga dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhiasil guna yang
sebesar-besamya untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat.
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Tcrwu;udnya peran akif angan Desa

dan  kewajiban BPD  dalam

a Bp| |
D dalam pelaksanaan tugas dan fungs

MEKANISM BAB )
= PENYUSUNAN TATATERTIB BPD

Pasal 3
pimpinan BPD menyusun Rancangan Peratyran Tata Tertib BPD -

cangan Peratura .
ﬁusyagwarahkan dalar:n sI:E f Terlib  sebagaimana dimaksud ayat (1)
atau Pimpinan BPD ; Ofum rapat kerja BPD dipimpin oleh Ketua BPD

Rapat kerja penyusunan Tata

Terti ; o dhadif oleh
sekurang-kurangnya 2/3 ( b BPD dinyatakan sah apabila dihadiri 0

dua per tiga) anggota BPD ;

para anggota BPD perkewajiban memberikan saran masukan terhadap Rancangan
Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Tata Tertb BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD dalam rapat
paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD.

| Camat atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan
Tata Tertib BPD.

Pasal 4

Jambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah ditetapkannya Peraturan BPD
pagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Ketua BPD mengirimkan Peraturan BPD
ntang Tata Tertib BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
MATERI TATA TERTIB BPD

Pasal 5

eraturan Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat materi tentang
Kedudukan BPD ; ) ‘

Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewgpban BPD;

Hak dan Kewajiban anggo‘(a BPD;

La Anggota BPD ; . |
Perrzr);g?:tan gF?eresmian dan Pelantl.kan Anggota BPD ;
Tata Cara Pemilihan Pirg;l)jlga_n BPD ;

Masa Jabatan Anggota ; |

Penggantian Anggola BPD Antar Wakiu',

Alat kelengkapan BPD .
Tugas dan Kewajiban pimpinan BPD |

)

)
4
)
5,
1
8
9
1 .
". Kedudukan, Susunan dan Tugas Bidang-Bidang BPD |

0
1
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Pasal g
Perubahan Peraturan T4

a .«
cekurang-kurangnya 173 ( Tertib Bpp 4,

epert U Qapat dilakukan apabila diajukan oleh
o Pertiga) dari jumiah Anggota BPD : !
Tata cara Penyusunan Pepyp; |
123 dan Pasal 4 Dahan Peraturan Tata Tertin mengacu pada ketentuan
BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

pioh format Peraturan Tata Tertio BPD sebagai '
jupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu?z?: lirr?i‘jma jerscbu calem [STRIER VTS

Pasal 8

:ngan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun
)00 tentar)g Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (BPD)
nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

eraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ya, memerintahkan pengundangan Peraturan

gar setiap orang dapat mengetahuin
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

upati ini dengan penermnpatannya dalam

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 § DEC 2007

</ (. BUPATIBANYUMAS

/i -
y H,

Mundangkan di Purwokerto /
Pada tggnggal 28 Desember 2007 \ANC P/
oL%.SEKRETARTS DAERAH KAB.BMS™..70/7, RIS SETIONO

/-
HM, SANTOSO SH.M/. |
da
Pembina Utama Mu
NIP, 010 183 389 { . \

- ol ; .
BRITA papRan KAZUFATEN BANYUMAS NOMOR 37'SERI E

\




JFORMAT
I

TATATERTIB BAD

ngingat

Lamp,
Piran .
n Poratyran Bupati Banyumas
Nomor b TAHUN 2004
e ' g e 700
N AN pg:
OMOR TEE%UNSYAWARATAN DESA

ERMm
......___SYAWARATAN DESA (BPD) ..........

DENGAN Rayy - KABUPATEN BANYUMIAS

-—n

- Undang-undan

an anggota BPD dalam menyelenggarakan
dan/atay lemba €rsama-sama dengan pemerintah desa
Perlu dituangk 4 kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat
gkan dalam Peratyran Tat Tertib BPD ;
bahwa sesyai
uai
Kabupaten Bar.ketentua” pPasal 11 huruf f Peraturan Daerah

yumas Nomor 13 Tahun 2006, BPD mempunyai
w :
SWenang untuk menyusun Tata Tertib BPD :

?TZTWE “’?t“k Maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
@ Iertib BPD dengan Peraturan BPD.

g Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Republik indonesia Negara Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonegla Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567)

peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.Nor.nor 12 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2006 Nomor 2 Seri D ) ;

1
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6. Peratyrg,

lentm‘g I};,m"uh

Kl
Kabupag dan - p, Pty
. Patan | Pormuy, " Banyumag Nomor 13 Tahun 2006
. Pornlurnn

Yan Muy

\ v Yaw

Yumay aly Aitan - Dogn - (Lombaran Daersh
lentang ferah i, 2006 Nomar 5 Sori )

Solangy, A paten | —

‘K0|amlkan " ar Oﬂﬁlli‘t Banyumas Nomor 14 Tahun 2006
abupaten Ban Cmb an, - Pencalonan, Pengangkatarn,

erhenti
STahl?“an Kepala Desa (Lembaran Daorah
N 2008 Nomor 6 Seri E ) ;

ab
erangkat peg. Penc\:z?sten Banyumas Nomor 15 Tahun 2008
20 om e €mbar, nan, Pengangkatan dan pemberhentian
9 Or7 Seri g ) an Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
- Peraturan p, '

tent erah Ka
(Ler?]gg Kedudy an k:Upaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006
Seri 0 Daerah K gangan kepala Desa dan Perangkat Desa
mE) abupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8.
N Daer,
tentang Sumpe  KabUpaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006

ber
Banyumas i Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
un 2006 Nomor 9 Seri E)

11.Peraturan pg
tentang Peq
(Lembaran p
Seri E ) :

€rah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2006

;’g’an Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
rah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 10

12.Pera
tentat#éan B:;rsh Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006
(Lembaran Dae eniukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
SeriE): rah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 11

13.{’Gertaturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006

ntang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12
SeriE);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006
tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2006 Nomor 13 Seri E )

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian dan Pelantikan Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

enetapkan © PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) ...,.._.................._..KECAMATAN ... KABUPATEN
BANYUMAS.
BAB |
KETENTUAN UMuUM
Pasal 1

dimaksud dengan :
ten Banyumas ,
tah Kabupaten Banyumas

Dalam Keputusan ini yang

. Daerah adalah Daerah Kabupaten
2 Pemerintah Daerah adalah pPemerin
mas ,

3 Bupati adalah Bupati Banyy
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ef alah Onesig - lakui dan dihormati
™ 4an Badan Pgrr, c¥elen .
53 Mus ggaraan _ .
D:p tingaN Masyaraka Setg;waratan Desaumzarl‘ pemerintahan oleh Pemerintah
W diakui dan dihormag; dalarﬁat- berdasa an as:| am lr(r;engadtur. ?ag tme?g;:)t;st
usul dan adat istiadat seteé

2 rntah Desa ag Sistemn
egaematan ............... alah_ Kepala DesN €Qara Kesatuan Republik Indonesia ;

! an .....
szan Permusyawaratar, Desa Perangkat Desa .............cccoooor
I(ecamatan ....................... : adalah g

gpald De;:;daigh Kepala Desg

apinan an Permusyawar. .. . K .
P'mp'na Yawaratg -Recamatan ..........ccccoooeeeeen ;
pesa tBadanP --Kecamatan €S2 adalah Pimpinan Badan permusyawaratan
Anggo a ermUSYawara ....................... ;

[ES8..wrererr e Kecamatan ~aa _adalah anggota Badan Permusyawaratan
perangkal Desa adalah Perangyq Desa

gekretariat  Badan  Permyq
permusyawaratan Desa Yawarata

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kecamatan ....cocccccaeeeeeeeennnes
N Desa adalah Sekretariat Badan
................... Kecamatan

KE BAB II
DUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

)0 berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

PD berfungsi menetapkan Pe

Bagian Kedua
Fungsi, Wewenang , Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 3

raturan Desa bersama Kepala Desa , menampung dan

enyalurkan aspirasi masyarakat.

PD mempunyai wewenang :
L.
]

Pasal 4

bersama-sama Kepala Desa ;
Memb ancangan Peraturan Desa :
Melak:;?:kl—;n ponggawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan

Ke osa dan Keputusan Kepala Desz , : .
Me%afs[l)JIS:n Pinjabgt Kepala Desa kepada Bupati melaly_r Camat ;
Memgbentuk panitia pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Memberikan sanksi pemberhentian kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Per;gawas
Pemilihan Kepala Desa yang b

enar terbukti melakukan _pelanggaran ¢
‘ an perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada
Mengajukan permohon p[a panitia Pemilihan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak

- : abi
Supati melalui Camat 2 jihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;

P itia Pemi e = Iy
| Meer:::gggﬁ% Zi;r:tiepa'a Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
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I melalui ¢ Bsa
s BUP2 amat . o33 Temic
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Menggaﬁ, menampung, me €pala pg
M@nyarakat , nghlmpun Sa Kepada Bupafi
ma:ﬂ grikan persetujuan m " ’ "‘erumuskanpa:jl melalui Camat :
Memberikan persetujuan Keg.enai Permog an menyalurkan aspirasi
¥, jonya membebani m, 2 Samg alan By Desa -

" sun Peraturan T rakat gan. 5@ den -
Meﬂyu ata Terj, Badzn'atau desa '\9an Pihak Ketiga yang ruang

is .
ahkan menjagi Kepala Desa

er '
MUSyawaratan Desa

U mpunyai hak : Pasal 5
0 ominta Keterangan Pertan

elanggaraan Pemer; 9gungjaw
e%atakan pendapatrm?than Desa : an  kepada Pemerintah Desa atas
erintah Desa : 3 penyelen .
emel’ 99araan pemerintahan desa kepada
enerima 1aporan untuk sefigyy 1y p
a

erpilinnya Calon Kepala Degg dariB e,
Vlenerima_ laporan pengawasanar;)gaama Pemilihan Kepala Desa ;

pengawas Pemilihan Kepala pegy - aKsanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia
Menerima pemberitahuan secarg t¢
pesa dari Kepala Desa

Menerima laporan pertanggun

dalam forum Musyawarah Desg],awaban BUM Desa yang disampaikan oleh Direktur

Pan pelaksanaan pemilihan sampai dengan

a .
tertulis atas pemberhentian sementara Perangkat

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Pasal 6

ggota BPD mempunyai Hak :
Mengajukan rancangan peraturan desa |
Mengajukan pertanyaan
Menyampaikan usul dan pendapat |
Menjadi unsur Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ;
Memilih dan dipilih ;
Memperoleh tunjangan.

Pasal 7

nggota BPD mempunyai kewajiban - |
Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-uqdangan ;
. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan

| ?Aee?x:]tt))g:(itgnr?fknaensieéara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya

Desa 6 (enam) bulan sebelum beakhirnya masa jabatan ;

masa jabatan Kepala : dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
Menyerap, menampu .

- Memproses pemiliha
. Mendahulukan kepeé
h golongan ; sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;

mir;igahormg:im na“?ji;:l:;ika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
gan

di atas kepentingan pribadi, kelompok dan



LARANGAB?A?\""
GGOTA
BPD
n dan anggot l |
pind aBPD
PI'?; dan Perangkat Degg A dipefbolehka
» | N Merangkap jabatan sebagai Kepala
_inan dan_anggota BPD 4
pmlP sebagal pelaksang pro;je"frang ;
3 Meruglkan kepentingan u(:]?sa '

b mendiskriminasikan
Melakukan korups;
dan/atau jasa dar;

m,
Warga atay gomeresahkan sekelompok masyarakat dan
+ Kolusi g ngng"‘?” Masyarakat lain ;
tindakan yang dilak lehak lain yangmésme dan menerima uang , barang
uka ) apat .
Menyalahgunakan WeV\?eng:n' | pat mempengaruhi keputusan atau

d. '
: Melanggar sumpah/janji jaba%aﬁ.

(3

PERSYARATA rly
N. PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

nggota BPD adalah .
ﬁer?l?utl Penduduk  desa yang memenuhi syarat-syarat sebagal

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa :

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-

undang Dasar Negara Republik | i
i ndo da Negara
Republik Indonesia serta pemerintah - nesia Tahun 1945 dan kepada Neg

¢. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
. Penduduk Desa setempat ; Jtahun
e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

 Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala
Desa melalui Camat berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam
Berita Acara Musyawarah Pembentukan Anggota BPD :

) Peldntiken Ariggota BPD dilaksanakan oleh Camat dihadapan mdsyarakat selambat-
lambattiya dalam jangka 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan
Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.

Pasal 10

ata cara pemilihan Pimpinan BPD sebagai berikut
. Peniilihdn dilakukan oleh anggota BPD dehgan cara musyawarah dan mufakat

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; .
. Apdbila musyawaeah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak dapat
dilakukan maka pemilihan ditentukan berdasarkan pemungutan suara terbanyak

(voting) ;
* Pengambilan keputusan
suara secara tertulis, 1angs
Proses pemilihan pimpinan
kurangnya 2/3 (dua per tiga

perdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemberian
ung, bebas, rahasia , jujur dan adil

BPD dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-
) anggota BPD.



P
memangky 3sal 14

|u Jabat
pe" .n Camat ata ann
5 gop° S Nama Bupgt? anggot

j Yan
a bersumpah/berjan-i b
(682 qgota BPD - 2ahw
ku angg D de y
a L akan se| e aik-h me'“enuhik . “
Dancasila.szbagﬂ dasara,aue taat g 2 n?éselUiUHU]uer\t/\v;z];bdaannksc:a“;?;f:gilrsmsza;
krasi dan a: ngam
e £ e St ey
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‘nggotaBPD yang berhalangq

ang bers N Mengy
ayat-|(1ke{uag BPD aggruta“ mengu%aﬁgkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
ak! alam rapat BP N sumpahijanji dipandu oleh Ketua atau

masyarakat. yang bersifat khusus dihadapan tokoh

BAB Vv
MASA JABATAN ANGGOTA BPD
Pasal 12

. iahatan keanggotaa
’ @b? kat /diusgtﬂkan T(BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan
4t diand embali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI
PENGGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 13

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan Sebelum masa keanggotaannya
berakhir diadakan penggantian anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak berhenti atau diberhentikan ;

Penggantian anggota BPD Antar Waktu diambilkan dari calon yang pernah diajukan
dari Unsur dan Wilayah Dusun yang sama ;
gota BPD yang pernah diajukan dari unsur dan Wilayah Dusun

ada ayat (2) tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri
ala Dusun yang bersangkutan menyelenggarakan

Dalam hal calon ang
sebagaimana dimaksud p
atau meninggal dunia maka Kep s
musyawarah penetapan calon penggantl ;

bagi Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum

) Masa keanggotaan henti atau diberhentikan ;

dijalankan oleh anggota BPD yang ber

: _  Waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa
) ;’ant;gantuan ?nggor:; i Antakurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan Anggota
abatan anggota Y

BPD ;

digantikan

tu 15 (lima belas ).ha(i setelah Anggota BPQ

5 Selambat-lambatny?2 da/'fr?arwv?/‘;ktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati
berhenti Anggota tB‘lD( me?\ dapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama
melalui Camat untu

Bupati.



aQia
Alat ke{;Kesatu
ngkapan
Pasa| 1
Kelengkapan BRD tqq: . g
:\'atpimpinan BPD terdii darj .
3 gidang-bidang ;

g' panitia-panitia.

i BPD terdir :
impinan M dari 1
[;atu) orang Sekretaris Bppy . (satu) orang Ketua, 1 (satu) o kil Ketua d

, . rang wakil Ketua dan
-ang-bidang sebaqai
gidang bi a%aimang g
jumlah anggota dan kebUtUhaTI'(riT:;l;sgd Pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan
panitia-panitia sebagaimang dim

anggaran dan atau Panitia KhuSuakS“d Pada ayat

& (1) huruf c terdiri dari Panitia
pembentukan panitia Sebagaimang

dengan kebutuhan dan bersifat insider(\jtier:l] ?kSUd Pada ayat (1) huruf ¢ disesuaikan

T Bagian Kedua
Ugas dan Kewajiban Pimpinan BPD

Pasal 15

Pimpinan BPD mempunyai tugas

a. Menyusun Rancangan Tata Tertib BPD :

b. Menyusun rencana kerja BPD ;

¢. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya

d. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Desa dan pihak-pihak
lainnya.

) Pimpinan BPD memiliki kewajiban :

a. Memimpin rapat BPD ;

b. Melaksanakan keputusan rapat ;

¢. Memberikan persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa ;

d. Menginformasikan hasil-hasil keputusan rapat kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Susunan dan Tugas Bidang-bidang

Pasal 16

Sidang-bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh
3D pada permulaan masa keanggotaan BPD.

Pasal 17

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat terdiri dari

Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan d.an Bidang Kemasyarakatan yang
jumlah anggotanya berimbang sesuai kebutuhan ;



idang sebagaim

g? na g

ﬁ'dagnaﬂ jpmiah anggota gpy . YiMaks, g Pa

f ! % ayat (4

’ pidang dipimpin gy ) dapat digabungkan sesuai
I rkan musyaw &ora

el e "9 Ketua g,

: NG yang ditentukan oleh anggota

Pasal
;idﬂf‘g Pemefintatian MeMpunyq, tug
as:

Memberikan saran pertlmb
d

b tusan da Nga

keputt: N pr N ke o .
pemerintahan ; P Oduk‘pfoduk [f::]a Pimpinan BPD dalam pengambilan
vemberikan - saran erntah Desa dan BPD dibidang

) Pertimp
engangkatan/pe Mbangan ini .
Kﬂer?\berikan Zazzerhent'an Kg d";'dang pengusulan, dan persetujuan

7' i sa pe .

ketentraman, ketertibanpéa mmba?f_\gan d.F;)_Criangkat desa; .

Memberikan saran ¢ an poliik - ibidang pembinaan masyarakat,

AN pertimbangan din:

Memberikan saran dan pe ianbadmmistrasi pertanahan pada umumnya,

kerukunan warga dan kelembam angan yang berkaitan dengan pembinaan

Membantu dan memperi 9aan desa :

o

f k . S
PBB; AN saran/pertimbangan dalam rangka intensifikasi

~ Mengevaluasi data |g _
g ketentraman dan ketertn?;,:a.n dari masyarakat dibidang pemerintahan,

h, Menysusun rencana ke

: rja dibi : _ .
i Menjalankan tugas-tug Ja dibidang pemerintahan setiap tahunnya ;

as lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

gidang Pembangunan mempunyai tugas :

a. Memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam pengambilan
keputusan dan produk-produk Pemerintah Desa dan BPD di bidang
Pembangunan ;

a. Membenkan saran dan pertimbangan dibidang perekonomian, pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat ;

b Memberikan saran dan pertimbangan dibidang pengembangan pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan ;

¢. Memberikan saran pertimbangan dibidang Peningkatan swadaya dan partisipasi
masyarakat ;

d. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Prasarana dan sarana
pemerintahan dan kemasyarakatan ;

e. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang pengembangan kelembagaan
desa ;

f.  Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian rakyat ;

Menyusun rencana kerja dibidang pembangunan setiap tahunnya ;

Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

oD@ -

Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

a M ian saran pertimbangan kepadg Pimpinan BPD dalam pengambilan
ke%?tt:ggn dan produk-produk Pemerintah Desa dan BPD di bidang

' an Masyarakat :
N ertimbangan di bidang kesejahteraan masyarakat ;

¢. Memberi pemmbangan dibidang keagamaan, kesehatan, KB dan

bangan pendidikan - .
: &e;ggg\rikaa ng sa?an dan pertimbangan dibidang Pembinaan kelembagaan

j lainnya ;
an keluarga dan ormas i |
©. ﬁ:gsgi?n saran dan pertimbangan dibidang PMI, zakat-infaq, kematian,

nanaAatiriicean ienasah



ember!kan saran d '
Membenkan sara n Pertimy

, SN dan - 2NGan iy,

§ kependudukan ; n pemmba[']bldang kerukunan umat beragama , X
enyuSU eNCana ke, oo %N di bidang tertib admnistrasi

f Menjalankan tugas_t lbld

an .

Ugas |qin 9 Kes

lain Yang dib?rai]l?;?\ra?n Masyarakat setiap tahunnya ,
Oleh Pimpinan BPD.

Bagi
KEdUdukan’ Sugslarr:aKeempat

dan Tugas Panitia
Pasal 1q
panitia MerUpakan ajat

) len
oleh BPD sesuai kebutyhgp, ;g 3Pan Bpp yang bersifat sementara dan dibentuk

gefiap panitia dapat terdir

i .
musyawarah- dari ketya panitia dan anggota berdasarkan

Pasal 20

panitia yang dibentuk oleh gp

yang ditetapkan oleh Pimpinan D Melaksanakan tugas tertentu dalam jangka wakly

BPD :

Paniﬁa‘t iteebiga'ma”a dimaksud ayat (1) dibubarkan oleh BPD setelah jangka
waktu tertentu penugasannya berakhir atay karena tugasnya dinyatakan selesai ;

Tindak lanjut hasil panitia ditetapkan oleh Rapat Paripurna BPD.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD

Bagian Kesatu
Penentuan Waktu Rapat

Pasal 21

BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri.atau atas permintaan Kepala Desa
secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun ;

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup
berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD ;

Tahun sidang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan dan
a _ :
dibagi 3 (tiga) masa persidangan ;

Rapat terbuka sebagaimand dimaksud pada ayat (2) meliputi -

" ilihan Kepala Desa ; .
b Pembentuk%r;IF;?\n}g:pZIeamg;: per?etapan calon terpilih Kepala Desa dan usul
b. Penetapan

ala Desa;
iirr]r?ilziat:‘grl: al‘;i:p}i(:gn Badan Permusyawaratan Desa

ia Desa dan Anggaran BPD
1 Pendapatan Belanja
Menetapkan Anggara

s
an Peraturan Desa . :

Penetapt kan Badan Usaha Milik Desadata secara damai ;

Pembentu n penyelesaian perkara per |

Persetujua

Kebijakan tata ruand: |
Kerjzja\ sama antar ge?:i’fat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan
e

Hal-hal lain yand )
kewajiban kepada ™ 13

— - o "0 20




BaQia
N Ke

p
qapet terdi dari . %sal 2
1

et paripurna adalah

ra
wa dan Merupakap foruﬁ,at 2N9g0ta pp

; \ D . .
antara lain menyetUjui rE:‘ra\[:t;nggl dalam, Yang dipimpin oleh Ketua atau Waki
Ngan

pre K )

p serta FepUtusan gpry . P aksanakan tugas dan wewenang
gZpa‘ Paripurna yan be[?s’if - raluran Desa dan me%etapkan Peraturan
eh Ketua atau Waki KetUaat IStimews

O« mengambil ke BPD unty Adalah rapa anggota BPD yang dipimpin
jdak Putusap - K melak

apat Kusus adajap, rapat 3KSanakan suatu acara tertentu dengan
A anggot

pD untuk membahag halr., 390ta BPp Vel i »

tBertentu; al-ha khusus g dipimpin Ketua atau Wakil Ketua

impi ang h i i -bidan
rapat Pimpinan BPp dal 9 hanya melibatkan bidang g

ah rg ,
yrtuk Membahas hal-hay g o AP UnSur pimpinap o dipimpin oleh Ketua BPD
menyusun Rancangap ang men

, _ a Tertib Jadi tugas dan kewajiban BPD antara lain
MembeBr,'san Persetujuan PengangkataET:D' Menyusun Rencana Kerja BPD dan
at bldang adalah erangkat Desa :
E:gat Gabungan Baé“;‘r’,‘;‘ a”ggma bidang yagg dipim;r} oleh Ketua Bidang ;
Aah " rapat bidang-bidang yang dipimpin oleh

Desa atau Perangkat Desg ya
Rapat  Dengar Pendapat
Kemasyarakatan yang dipimp

ng ditunjuk -

adalah rapat antara Bidang , Panitia dan Lembaga
In oleh Pimpinan BPD ;

Bagian Ketiga
Sifat Rapat

Pasal 23

pat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan
kurang-kurangnya % (satu per dua) jumlah anggota atau permintaan Kepala Desa
au bila dipandang perlu oleh Pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 24
) Rapat Terbuka adalah rapat anggota BPD yang dapat dihadiri oleh umum ;

) Rapat tertutup adalah rapat anggota BPD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 25

1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan ;

a dimaksud ayat (1) harus dipegang teguh oleh yang

9 Sifat rahasia sebagaiman oat tertutup tersebut;

mengetahui pembicaraan dalamra

D vyang membocorkan pembicaraan dalam rapat

9 Apabila ada anggota BP(1)diberikan sanksi ;

sebagaimana dimaksud ayat

dimaksud ayat (3) diputuskan melalui rapat anggota BPD yang

4 Sanksi sebagaimana tau Wakil Ketua BPD.

dipimpin oleh Ketua a

1 A




Paga)

i 26

P rapat d}buat Notule Iisaly

Vierta rapat, M Berita p gy, |

r “A fapat sartg ditandantangani oleh
ympinan BPD dapat Mme

L,ﬁenm tidak dimasukkgn date by

am '“DOmn. Satu hal yang dibicarakan dalam rapat

Pasal 27
at BPD dapat dijgk .

apal .BP : akukan g .

tRelﬂh dlsepakatl oleh anggota BPDe felarlat BPD. Balaj Desa atau tempat lain yang
etentuan  waktu g —_—
gerdasarkan kesepakatan P agaimang

dimaksud ditentukan
ara anggota BPED pada ayat (1)

Bagian Keempat
Tata Carg Rapat

Pasal 28

Sebelum rapat dimulai setiap anggota BPD wajib menandatangani daftar hadir yang
telah disediakan

| Rapat dimulai dan dibuka oleh Pim

pinan rapat jika daftar hadir telah ditandatangani
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (

dua per tiga) dari jumlah anggota ;

Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akgn meningglkan ruang
rapat harus seijin Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

Pasal 29

' kaan rapat jumlah BPD belum
[ ang ditetapkan untuk pembuk: BPI
) f\n%?\tz:l;ap:ial?uirﬁ:wkt;ir?\pingan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam ;

' i lum juga tercapai
; - agaimana dimaksud ayat (_1) be
) Apabila p:‘ada' il watkt;eii?\d% rapat dan meminta pertimbangan anggota BPD
orum. p'mpmi?u r:r?tik mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga)
menentukan wa '
hari setelah rapat pertama ;

Pasal 30

ka. Sekretaris BPD membacakan susunan rapat untuk ditawarkan
1) Setelah rapat dibuka, e
Persetujuah anggota yang ha

imana dimaksud ayat (1) dapat diubah atas persetujuan
) Susunan rapat sebaga
anggota yang hadir ;



ot Caml?)aglan Kelimg
eNYampaian, Pendapal
a

Pasal 34
otk kelancaran jalannya rap

koK permasalahan yang akan (.fl I
|

Mpinan
r
P bahag : pat borkewajiban menjelaskan pokok-

jcara@n mengenai
_\.\mblc Al al Ses
':p'ﬂ menentukan lain : Uaty Masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap Kecuali
rar ! m ua) tahap rkecuali
;mpinan  rapat menentukan jumiah

gahulu mencatat nama yang akan bert?ii:bi‘:ara dalam setiap tahap dan teflebih
a;

Pasal 32

Untuk kelancaran jalannya r T
Cebica: ¥a rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan waktu lamanya

pembicara tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam

batas waktu yang telah di : _ _
ahas : yang itentukan dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang

| Bila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, pimpinan rapat
memperingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraan ;

) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok
permasalahan ;

Pasal 33

) Pada saat anggota BPD sedang berbicara, anggota BPD yang lain dengan seiijin
pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
a. minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai

hal-hal yang sedang dibicarakan ;
b. usul menunda pembicaraan.

) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak diadakan perdebatan.

Pasal 34

1) Dalam menyampaikan pendapat, peserta rapat harus menjunjung tinggi etika dan

sopan santun ;
dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak

ng mengganggu jalannya rapat, Pimpinan rapat
pembicara agar tertib dan menarik perkataan yang

) Apabila seseorang pembicara
dan melakukan perbuatan ya
memberikan peringatan supaya
tidak lavak :



.. pembicara menarik
a k i

N’a%ﬂak gimuat dalam risa|ahe;’:ball. Maka per

ik Pat. ataan sebagaimana dimaksud ayat

Pasal 35

seorang  pemb;
b ; Icar.
Apsagaimana dimaksud pasa
siempinan rapat melarang me

tidak .
al 34 ayat r(g?n:jenuh' peringatan Pimpinan  rapat
Neruskan p an mengulangi hal yang sama Maka

larangan seb embicaraannya
pila larangan sebagaimang g
AP bersangkutan maka pima dimaksud ayat (

[ 1) masih : ; aro)
ﬁ:ninggakan ruang rapat. Pinan rapat memin) sih juga tidak diindahkan oleh

ta kepada yang bersangkutan untuk

Pasal 36

ja terjadi peristiwa sebagai ' |
abendapat bahwa rapat tidakgmmana dimaksud pasal 34 dan pimpinan rapat

thalam waktu paling lama 2 x 24 ?:rlrr\\ diteruskan, maka Pimpinan rapat menunda

Pasal 37
gebelum rapat ditutup, Pimpinan rapat menyimpulkan mengenai hasil rapat ;
Daia hal iimpinan rapat  berpendapat bahwa pembahasan masalah telah
gianggap cukup, maka Pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan
rapat dan pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup ;

Halis akhir rapat BPD dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh
seluruh anggota BPD yang hadir.

Bagian Keenam
Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 38

) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat yang disusun dan ditandatangani oleh
Sekretaris BPD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua ;

) Risalah merupakan notulen rapat secara lengkap dan memuat jalannya
pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan dilengkapi dengan
keterangan mengenai :

Hari, tanggal dan tempat rapat ;

Jenis dan sifat rapat ;

Susunan acara rapat ; .

Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;

Pimpinan dan Sekretaris r_apat ;

Undangan dan daftar hadir peserta rapat.

~0 00 oW

B) Risalah rapat dibacakan oleh Sekretaris BPD pada acara rapat/sidang berikutnya
dihadapan para peserta rapat/sidang dan  selanjutnya diserahkan kepada

Ketua/Wakil Ketua BPD.



Pasa| 39

pan Peraturan Tata Tep;
b2 ertib Bpp : ,
| gurang-kurangnya 1/3 (Sepertiga) darijunﬂ:ﬁﬁnggi‘::lgglﬁpabila diajukan oleh
I bahan P '
cangan Peru eraturan T .
gan ata Tertib BPD disusun oleh Pimpinan BPD ;

' asan Perubaha
# en::agafipuma anggot?a Féeégt‘ﬁ;‘;‘ g.ita Tertib BPD dilakukan dalam suatu forum
ﬂ'Rf;) dari jumlah anggota BPD : Ihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per

§

e

. anggota BPD berkewaijib .

il! / Parjbahan Peraturan Tata Tjérfg memberlkan_ saran masukan terhadap Rancangan
per Ib BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ;

pgrubahan Pc_eraturan Tata Tertib BPD

| or tiga) dari anggota BPD
dengan Peraturan BPD.

disahkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
yang hadir dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Tata Cdra
Pasal 40

] Pehgambilan keputusan dalam rapat BPD diusahakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat ;

) Apabila mufakat belum tercapai maka pimpinan BPD bersama-sama Ketua bidang
berusaha mendapatkan kata-kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan
kdta mufakat ;

# Apdbila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah dilakukan dengan sungguh-
sungguh tidak juga tercapai kata mufakat, keputusan ditetapkan dengan suara

terbanyak (voting).

Bagian Kedua
Jenis dan Penetapan Keputusan

Pasal 41

Produk BPD berbentuk Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 42

Keputusan BPD ditetapkan melalui Rapat Paripurna/lengkap.



e BAB x|
ENETAPAN PERATURAN DESA
Bagian Kesaty
Umum
Pasal 43
cangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas Usulan
9 arsa dari BPD
p

Kepa|a Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Paraturan Desa.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 44

gancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada
pimpinan BPD

. : 3
ancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul BPD beserta pergféastzfrltf:l)llis
Rkurang-kurangnya diusulkan oleh separuh anggota BPD dan sec
ziesampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa ;

: . fean
rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampli
kepada seluruh anggota BPD;

Pasal 45 .
iaj [ sama,
bila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenal hal yangd

abila

[ y g l i X

lengkap.
Pasal 46

mbahasan rancangan peraturan desa dilakukan be.rsam.a sama ante ' a
3 g r beberapa tzrahta;r) sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi sampai dengan
in BPD dalam beber

:ngambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Peraturan Desa

Pasal 47

P h dibahas dan memperoleh persetujuan BPD ditandatangani
“faturan Desa yang tela

BN Kanala MNac~



BAB XI|
KED =
UDUKAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI BPD

Pasal 48

Untuk kegiatan BPD disediakan bia

) ya operasional s ' e
keuangan desa yang dikelola oleh Se SR SR

kretaris BPD :
Biaya operasional sebagaimana dimaks
ud a iri :
! Alat Tulis Kantor ; Y S it
Biaya Perjalanan Dinas :
Biaya Rapat ;

Biaya Pemeliharaan

Honor sidang Pimpinan dan Anggota BPD :
Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD - ’

-~ 0o o 0 T w

) Besaran honor sidang dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dan
f disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa ;

) Honor sidang diberikan paling banyak untuk 2 (dua) kali sidang setiap bulan ;

) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diambilkan dari Alokasi

Dana Desa yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditetapkan
setiap tahun dalam APB Desa.

BAB Xlii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

jal- hal yang belum diatur dalam tata tertib BPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh
impinan BPD.

Pasal 50

>eraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. ..o

KECAMATAN ..o
KABUPATEN BANYUMAS

Ketua
Ttd.
Nama Terang
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